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A. PENDAI‘IU LUAN

Dalam ke}udupan bermasya—
' .rakat dan. bernegara, kegiatan
'3r'hcncar ;__dzin mempertahankan
_hldup ‘merupakan . satu . dati
berbagai kegiatan lndup manusia
yang sangat menentukan terwu;ud~

teraan. Untuk itu, kegiatan
ekonomi ataupun dunia usaha pada
umumnya merupakan landasan
utamna untuk memenuhi kebutuhan
hidup yang bersifat kompetisi.
Terhadap kegiatan dibidang
ekonomi tersebut, selanjutnya
diatur berbagai kaidah dan norma
yang petlu ditkuti dan banyak hal
diancam dengan sanksi.

Betkembangnya perekonomi-
an dan dunia usaha yang semakin
pesat, ditambah lagi dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, penyimpangan-penyim-
pangan yang terjadi terhadap
aktivitas perckonomian tidak
disangkal lagi telah meningkat pula,
yang secara faktual menghadirkan

Dr. IéaFadn,SIk S.H.,MH* |

berbagai bentulk kejdhatéii""'yahg
pada akhitnya dapat merupakan
pelanggaran terhadap hukum
p1dana

Dengan timbulaya berbagal
bentuk kejahatan di-bidang
perekonomian atau usaha, maka
ketetlibatan pemerintah dalam
upaya mencegah dan menang-
gulanginyaadalah suatu kebutuhan
yang sangat mendesak bagi laln
lintas perekonommn karena
praktekupmktek kejahatan bisnis
yang dewasa ini semakin me-
nampakan wujndnya telah menjadi
ancaman, batk oleh para pelaku
usaha yang bersifat individu
maupun korporasi.

Atas dasar pemikiran tetsebut,
maka keberadaan hukum pidana
dalam rangka mempetcepat
intensitas pembangunan dan
menciptakan kondisi atau situasi
bisnis yang akomodatif, penegakan-
nya harus dilakukan secata menye-

luruh dan terpadu. Penegakan
hukum dibidang bisnis merupakan

* Komisaris Besar Polisi, Kabid Rapkum Divisi Binkum Polri.




' percamputan dua nilai, yaitu tajuzn
- hukum pidana dan tujuan pencipta-

an Lonchm ’msms untuk itn hukum

R 'f-'pldar;a arus. dapatmenyelmbangw

~kan dan menyeramkan kedua nilai

_ .texsebut serta sekahgus berﬁndak
L '_sebagal_z;/tzmwﬂ refmdzym

ntuk memahamz permasa—

': ?'perlu &samakan konsepa tentang

"'_ke,ahatan bisnis, proﬁi kejahatan

bisnis d1pandang dard sudut hukum
da‘Lr1 etika, “tinjauan sistemik
terhadap kejahatan - bisnis serta
penegakan hukum dan penciptaan
kondisi dalam menunjang tumbuh-
n}ra blsms yang sehat. Al

B. KONSEP KEJAHATAN
- BISNIS

_ Dalam kehldupan seharti-hari
sexmg d1sebut suatu bentuk
ke]ahatan seb_agai suatu kejahatan
bisnis dan pada prakteknya yang
dimaksud dengan kejahatan bisnis
ini merupakan suatu bentuk
terminologt yang bersifat umum
yang dilakukan oleh seseorang
untuk kepentingan eckonomi
(bisnis) dan biasanya dilakukan oleh
korporasi atau secata terotganisit,
sehingga ketika membicarakan

-ke;ahatan yang

ke;__ahatan blsms ind, maka o

ke;ahatanblsms --tidak:.bisa d1~ |
_ .iep'a's'kéﬁ '&ari Lons_ep«-_konsgpi”:i :

sudah ada

'sebelumnya seperti ke}ahatan'
'terorgamszr (Organized Cmme:} o
: -ke;ahatan kerah pumh (White Collar. -
-Crzme.r) yang secata’ 11m1tat1f'_.._'.
'terkadang dibat331 dalarn Lejahatan i
yang dlsebut dengan ke]ahatan j'_ o

suatu bentuk peiangga_tan hukum _
maka secara termmolog1 harus -
chbuat kedalam satu bentuk konsep
hokom, :
Pada kongres PBB yang ke 5
tahun 1975 mengenal /e Pmem‘z_o:z
of Crime and The treatment Offenders,!
telah dikemukakan atau dikonsep-
sikan bahwa kejahatan bisnis (erzme
of business) adalah kejahatan yang
bertujuan untuk mendapatkan
keuntungan materil melalui
kegiatan dalam bisnis atau industri
yang pada umumnya dilakukan
secara terorganisit oleh orang-
orang yang mempunyai kedudukan
terpandang dalam m'ééyarakat,
termasuk dalam kejahatan ini antara
lain adalah kejahatan yang ber-
hubungan dengan pencemaran

! Barda Nawawi, Kebijakan Kriminal, (Semarang : FH UNDIP, t.th), hal. 19




| ]mglqmgan, ?eﬂindungan konsumen,

dan dalam bidang perbankan
 disamping kejahatan-kejahatan
lainnya yang biasa dikenal dengan

-.:-érgga_ﬁi{ed eripe dan white collar crivse.
e _-P_engértian kejahatan bisnis
e 'S_ec__am- eksplisit telah disebutkan
bahwa kejahatan bisnis juga

. .---m_é_i_i_ﬁ_gkupi.-‘_ke_jahatan. yang

dikategorikan sebagai kejahatan
yang 'tcr_bx_:ga_nisasi (organized crimes),
ke]ahatan kerah putth (whire collar
._c:»*_?}fém) dan kejahatan untuk tujuan
;fkoﬁb_nji sehingga dalam mengard-
kan kejahatan bisnis haruslah dilihat
dari konsep ketiga kejahatan
tersebut. Untuk itu, maka akan
diuraikan pengertian tentang
kejahatﬁnl wrorganisasi (organized
erimes), kejafmtan kerah putih (white
collar crimes) dan juga kejahatan
untuk tujuan ekonomi. Kejahatan
terorgaﬁiéasi {organized crimes) secara

“.. tradisional atau pada mulanya

dibentuk oleh kelompok-kelompok
orang yang tidak mempunyai
pekerjaan yang pasti dan jelas,
kemudian pada perkembangan
akhir, kejaharan ini sudah merupa-
kan bentuk pekerjaan yang tertata
sedemikian rupa sehingga dapat

memberikan penghasilan bagi para
pelakunya. Dengan demikian maka
yang dimaksud dengan Kejahatan

terorganisasi (o7 ganized orimes) dalam

hal ini adalah suatu konsep, bentulk,
dan cata melakukan kejahatan.
Kejahatan terorganisasi (organized
crimes) dewsasa ini sudah menjadi
fenomena sosial dalam suatu
negara, misalnya “mafia” di Italia
dan Amerika Serikat, “yakuza” di
Jepang, dimana fenomena kejahatan
tersebut sccara struktural telah
memiliki kemapanan dan tersusun
rapi untuk suatu tujuan tertentyr,

Kejahatan kerah putih (white collar
crime) adalah suatu pelanggaran
hukum pidana oleh seseorang dati
kelas sosial ekonomi atas, dalam
pelaksanaan kegiatan jabatannya.
Sedangkan kejahatan untuk tujuan
ckonomi adalah perbuatan yang
bertentangan dengan hukum yang
mempunyal sanksi pidana atau
dirasakan oleh masyarakat sebagai
kejahatan mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan tata perekonomi-
an suatu negara untuk mencapai
tujuan berkesejahteraan dan
berkeadilan.

Kejahatan sebagai suatu
konsep apabila akan dikonsepsikan
menjadi persoalan yuridis maka
harus ditarik menjadi suatu konsep
hukum sehingga dalam implemen-
tasinya dapat dilaksanakan. Untuk
menarik konsep kejahatan bisnis




o ':'_."_'mengemukakan sebagai beri 't

i '."'f-sebagai suatu konsep hukum maka ‘h

g 'H_ukum pxdana ekonorm i
- adalah bagmn dari hukum pldana P

- yang:mempunyai: corak-corak.

. tersendirt; yaitu: corak ekonomi”.

' Sehlngga dapat dikatakan bahwa-
setiap ketentuan hukum pidana’
yang. mempunyai orientasis
pengaturan di bidang ckonomi.
dapat. dikategorikan sebagai
hukum pidana ekonomi. ...

“+'Bambang Poetnomo,” me-
ngemukakan pengertian’ hukum.
pidana ekonomi sebagai berikut: |

“ Hukum “pidanaekonomi .
adalah bagian dari hukurn pidana”
yang mengatur tentang pelanggaran
dan atau kejahatan dalam bidang-
ekonomi. Tujuan diadakannya

"'_MIo.ch Anwar : hukum p1dan_

ekonomi. ada}ah sekumpulaﬁ;_-_f’g.
peraturan- peraturan dibidang;:: '

. ckonomiyang memuat ketentuan- -

ketentuan tentang -keharusany/
kewajiban dan atau.lasangas,
terhadap : pelanggaran mang_;j
diancam dengan. hukuman.. ... .
Dengan memperhatﬂ\an be~'-z: "
be-r,apa pengertian di-atas penulis:;
menyimpulkan bahwa hukum:

pidana ekonomi adalah seperang-:
kat aturan yang megatur tentang:
kejahatan-dan atauspelanggaran’
terhadap kepentingan umurm yang::
ditetapkan “oleh megara atau:
pemerintah dalam menata per--
ekonomian kearah terwujudnya

2 A. Hamzah,

Hukum Pidana Ekonomi, (Jakarta : Erlangga, 1091), hal, 23 7% 10

* Bambing Poernomo Perivmbuhan Hukum Peny:mgangan di Luar Kodifikasi: Hukum
Pidana, (Jakarta BmaAksara, 1984), hal. 25

4 HAK Moch. Anwar, } Hukum Pldana d1 Bxdang Ekcmoml, (Bandung CitraAdxtya Bakh,
'1990), hal (10 : i




_ ' " yang berkese;ahteraan‘-
' dani berke dilan. Hukum’ pldana
ekonom" inerupakan wltimum’
o -rmedzum atau disebut juga sebagar '
_ sen)ata pamungkas serta sering”
juga dik _mukakaﬂ oleh Prof.
: .Muladl bahwa hukum pldana hanya i

| . ekonomi ‘sebagai respon negara
. merchanary, djmana pengertmn ini

bisa j juga diartikan bahwa hitkum

o pidana digunakan bukan hanya .

untuk kepentingan: _huku_m itu

sendiri: tetapiadalah untuk.
kepentingan tujuan yang lebih luas-
yaituuntuk kepentingan ekonomi:

*“Apabila kita melihat bahwa
kepentingan ekonomi dan ke

pentingan hukum dihubungkan
dengan tugas negara, maka hukum

pidana ekonomi merupakan tugas

negata ‘untuk ‘'melaksanakan

pengaturan atau regu/aior terhadap
pencapaian’ tujuan ekonomi bagi -
negara. Sebagai suatu bentuk tugas -
negara dalam era pasca petang
dingin yang telah menempatkan -
politik didunia kedalam saty arah

yaitu -timbulnya prinsip. negara
kesejahteraan, dimana negara tidak
lagi dianggap sebagai kumpulan
ideologis semata, tetapi beralih

bahwa tjuan negara secara hakiki - .

adalah menciptakan kesejahteraan

bagi masyarakat yang berada

didalamin ya, selnngga peran negaga a
mengarah pada satu titik tertentu
yaitn penciptaan perekonomian

'yang mendukung tzmbulnyai-

kese]ahteraan

Sepcrﬁ telah dismggung '.chiEE
atas, bahwa hukum’ pldana'*'_
terhadap tanggung ‘jawab pelak—ﬁ _
sandan’ tugas negara dlbldang“?f.
ekonomi, maka negara- ‘berperan -
sebagal regulator. Dalam perannya:
sebagai regulator tersebut, negara
melaksanakan kekuasaannya antuk
meficapai situasi yang kondusif ‘dan”
bukan lagi untuk ‘hanya untuk-
kekuasaan belaka, schingga:
penggunaan hukum pidana
haruslah bersifat selektif sebagai
kekuatan penyeimbang antara’
penegakan hukum dalam melak-
sanakan kekuasaan negara namun
disisi lain hatus menciptakan situasi
yang kondusif bagi perekonomian
itusendiri. @

C. KEJAHATAN BISNIS
- ANTARA PELANGGAR--
AN ETIKA DAN PE-
LANGGARAN HUXUM

.Setelah pada pen]eiasan se-
beiumnya diutarakan tentang_

kejahatan bisnis dati perspektif




ke]ahatan _""efupakmrechtsdehcten,'

' konsep pengertian atau:ter-

' 'rmno}ogl,:.;r'naka betikutnya akan

- dijelaskan tentang Kejahatan Bisnis

: "sebagau suatu bentuk: pelanggaran
- terhadap etika dan kemudian
- berujung - pada pelanggaran

: 'terhadap hukum Dalam hukum

yaitu perbuatan-perbuatan yang
meskipun tidak ditentukan dalam
Undang—Undang sebagai petbuatan
p1daﬁa namun telab dirasakan
sebagai.on. recht yaitu sebagai
perbuatan yang-bertentangan
dengan tata hukum, sedangkan
pelanggaran merupakan wetsdelicten,
yaitu perbuatan-perbuatan yang
sifat melawan hukumaya baru
dapat diketahui setelah adz weryang
menentukan demikian. -

Ke}ahatan bisnis sebagai'sﬁéui
keglatan yang dilakukan oleh pxhak—
pihak yang secara profesxonai
merupakan atan melakukan
peker}aan pengusaha dimana
dalatm kegml,annya itu seharusnya
dnkutl oleh suatu kode Ctik yang
dapat meiuhu_tkan profem peng-
usaha, karena Kejahatan Bisnis pada

awalnya merupakan suatu bentuk
pelanggaran terhadap etika,
dimana etika adalah suata patokan

atau pedoman tentang apa yang
sebalknya dan tidak sebalknyai"_
dilakukan. Namun, sebagal suaty
"benmk profesi pengusaha bukan-
iah suatu profesi yang: dapat

disatukan ‘walaupun upaya—upayaif_

itu telah ada melalui terbenruknya. -
berbagm hzmpu&an pengusaha- :
an. _seperti HIPMI, KADIN dan
sebagamya karena pada ptinsipnya W
untuk menyatukan pengusaha

sebagai_suatu profesi tersendiri

sangatlah sulit dan riskan (bandmgg.

kan dengan profes; wartawan,
notaris dll) Sebagai suatu bentulx
profe51 yang sangat luas dan_

menyebar maka pengusaha secara

prm51p haruslah diikat dengan
suatu enka Enka yang mendasar
bagi pengusaha adaiah bagalmana
menczptakan suatu lkhm etika
(ez‘bzca! c/zmm‘e) I\arena u]ung dati
pelanggaran etikaini adalah adanya
unfair business pmctzce yang dike tahul
sebagai tindakan mempu méncus,
mcnggelapkan | mengelabm
bersekongkol menyalahgunakan
kekuatan dan kesempatan menin-
das atau memeras yang 1emah dan
tindakan-tindakan yang merusak
dan’ mexug1kan plhak laln pada
umumnya,

| Perbuatah;perbuatan Lersebut
di atas dapat dikategorikan sebagai




o S'ébﬁgai"pélanggéran terhadap

hukum karena secara-hukum pula
telah’ dxkonstruk51kan kedalam
KUHP dan beberapa sudah dibuat
: petammn perundang»undangannya
. secar khusus atau-telah menjadi
' undang undang tmdak pldana
.khusus antara lam :

o -f’Pempuan terhadap konsumen_

" telah diatur dalam Undang-
f'-Undang No 8 Tahun 1999
- tentang Peﬂmdungan Konsumen;
b‘.;":fPenc.urxan texhadap hak milik
_kekayaan intelektual diatur
*dalam Undang~Undang HAKT;

c. _Keglatan mengelabm atau
N ':-bersekongkol menyalahguna-
~ kan kekuatan diatur dalam
* Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek
N Monopoh persaingan Usaha
 Tidak Sehat (U U anti Monopol)
_dan Iam lain.

_ _Sehmgga pada dasarnya undang-
undang yang berkaitan dengan
praktek bismis selain mempidana-
kaﬁ_ perbuatan seseoraﬂg' karena
adanya mens rea (piat jahat) terlebih
pula ditujukan untuk menata bisnis
da_n'p'erekonomian dari suatu

negara, dalam hal ini peran nég'aj}:zi' -
sebagai regulator dikedepankan
guna menciptakan suasana bisnis
atau iklim bisnis yang 5561’1312_.5.-3(221_1&3
dapat-menimbulkan -_dar_nfp_é_k
terciptanya situasi yang kompetitif
dan menguntungkan konsumen
serta lebih jauh lagi menciptékéﬁ_

‘kondisi bisnis dan ekonomi: yang

kondusif terutama dalam suasana
yang compelitive advaniage”>

“Akan  tetapi kehadlmn
Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah sering kali dirasakan
tidak memadai oleh dunia bisnis
sendiri, sehingga diciptakan kode
etik perilaku bisnis yang disusun
oleh KADIN, asosiasi-asosiasi
maupun organisasi-organisasi
profesional, namun Kode etikpun
pada kenyataannya selaln dirasakan
tidak mencukupi, karena dokumen-
dokumen seperti ini pada urmum-
nya tidak pernah dibaca oleh pelaku
bisnis sendiri dan juga karena tidak
adanya atau lemahnya kontrol
terhadap dijalankan atau tidaknya
suatu etik, kalau tidak pernah
mengalami suatu kesulitan yang
memetlukan tuntutan etik, hanya
sedikit yang tahu dengan kode etik

* Competitive Advantage merupakan teori persaingan usaha yang saat ini sedang berkembang
yang menitikberatkan kepada factor-faktor ekonorni berupa kualitas pelayanan purna jual dan
nilai tambah, bandingkan dengan Comparative Advantage yang menitikberatkan kepada factor-
faktor ekonomi berupa upah buruh dan sumber daya,




o profem atau kode etik kalangannya
' ___scndln mesiﬂpun demikian
"-__t,tclla}él'ah berarti. euka berbisms

tidak ¢ : _etahm oleh kalangan bistis
| :__pada khususnya dan masyarakat

_-pada umumnya, karena pada
_dasarnya enLa b1sms yang bexupa

' _?_rmta korisumen maupun pesaing
Juga merupakan baglan dari etika
sosial dan pedoman- pedom_an
moral pada umumaya.

D. TINJAUAN SISTEMIK
. TERHADAP KEJAHA-
_ TAN BISNIS -

Pendekatan 51stem sebagal
suata teot manajemen ketika di-
konstxukmkan kedaiam Suatu
pencapaian ide atau tu]uan
dnasahan sangat: reievan dan halini
dapat menerangkan proses
konsepsi ilmu secara menyeluruh,
Pendekatan sistem sebagal suatu
bentuk telaah mana]enal secara
umum juga dapat menerangkan
pérma_s__al_ahah hukum, baik
diti_ngkat_ teori maupun dalam
implementasinya. Dalam kerangka
teori pendekatan sistem secara
mudah dapat dicerna melalni teori
yang dikemukakan oleh Roscoe
Pound yaitu bahwa hukum adalah

sebagai alat tekayasa sosial maupun N
dalam modifikasinya yang dikemu-
kakan oleh Mochtar Kusumaanna;a,_'-

yaitu bahwa hukum sebagai sarana: :
pembaharvan dapat dlkonkretkan

: dengan teori pendekatan 51stem; '

-tersebut dan kemudian-teori. darl__
u]_ur dan adil dari peme—._ i ;

_:hukum yang terdiri dari struktux
Jkultur - dan substansi dapat
-dlproyeksﬂ;an pula secara- ke—

sisteman; sehingga dengan teori
pendekatan ‘sistem tersebut’ kita
dapat “melihat “bahwa ‘ilmu

‘merupakan kesatuan yang bulat dan

Kejahatan bisnis sebagai

bentuk atau merupzkan pfc,i%é"s

dapat pula diterangkan secara
szstermk Ke}ahatan Bisnis adalah
suatu proses yang berkenaan
dengan subyck atau eruktur
metode, obyek, instrumen _a_tau
substansi dan 1ingkﬁngan a_té_u
koltur. Y o

Seperu yang telah dikemu—
kakan pada bagian sebelumnya,
bahwa kejahatan bisnis merupakan
bentuk penyimpangan yang
ditakukan oleh pelaku usaha untuk
mengambil keuntungan dengan

melanggar etika atau melanggat
hukum pidana, sehingga dalam hal




m,x pelaku usaha’ adaiah sebagal
- :'obyek dari penegakan hukum

i terhadap kejahatan bisms texsebut
'Dalam’ ‘pelanggaran yang -dila-

".kukan oleh -pelaku usaha; te;:]adl
| _j'_"Pelanggaran terhadap anasir

::hukum dan anasit etika, dimana
kedua anasir tersebut: merupaka.n

_"_._-.:'_._gans kontmum yang: dapat.
e -:dibayangkan sehmgga apabila

 anasit pidana yang dominan, maka
alat kelengkapan hukum: pidana
‘hatus bertindak, begitu pula ketika
anasir etika yang dilanggar, maka
alat kelengkapan penegakan etika
harus berjalan, sehingga untuk
menciptakan  kondisi yang
djmgmkan maka aiatkelengkapan
:penegakan pldana harus secara
simultan ber}alan dcngan alat
kelengkapan penegakan etika guna
'tercapamya keseimbangan . antara
membangan kelembagaan bisnis
sebaga uatu tujuan juga ter-
laksana. Hal ‘ini dapat pula
dikaitkan bahwa hukum pldana
haruslah bertindak sebagai Ultinszm
Remedinm (senjata pamungkas),
dimana dalam prakteknya hukum
pidana tidak hanya bertindak
semata-mata untuk kepentingan
hukum tetapi lebih kepada men-
ciptakan kondisi yang konstruktf
dalam masyarakat pada umumnya

: dan dunia usaha pada khususnya |

Penegakan hukum pldana dan

"penegakan etika secara sxmultan
“harus pula dihhat sebagai Suatu
:konsepsx yang berbeda, rezim
- pidana bertindak ketika pelangm_-'
‘garanatau ke}ahatan sudah tefjadi,
“sedangkan rezim etika bergerak
‘sejak awal tumbuhnya kegiatan -

bisnis atau dapat juga disebutkan
bahwa rezim etika harus bertindak
secara preemtif karena tujuan dari
proses ini bukan dari berapa
banyak pelaku usaha yang harus
dihukum tetapi hakikinya adalah
seberapa jauh iklim usaha atau iklim
bisnis tetcipta dengan baik. Untuk
men}elaskan proses penegakan
hukum tethadap kejahatan bisnis
ter.sebut dapat juga digambarkan
bahwa proses penegakan hukum
djla'kukan' dengan pola preerriﬁf
yaltu dengan rnenghllangkan
sumber kejahatan yang berasal dari
diti manusia senditi yaitu dengar_l
mengeliminir niat untuk melakukan
kejahatan, sedangkan faktor
preventif adalah mencegah
terjadinya suatu kejahatan dengan
meniadakan faktor-faktor krimi-
nogen dalam masyarakat berupa
timbulnya kesempatan untuk
melakukan kejahatan, pedomannya
adalah lebih baik mencegah




RS 'g_bahwa pol.é.}

B danpada_menghukum atau meng—
- obati, untuk itu upaya pievent;f

B ang dﬂakukan dapat pula berupa bentuk term.nologi hukum secara'

Pola_ '
o repseSIf adalah pc)la yang djlakukan :

‘upaya rekayasa. hukum

nYa dalam kepenttngan

' 't’berbedaﬁ dengan ke]ahatan tra-
.dlsmnal Ke} ahatan ekonon'u atau
bisnis adalah kejahatan yang

ambivalen dan tidak hanya

b_e__rga_ptti;ng kepada mens rea {niat
jahat) tapi juga bergantung kepada
kondisi atau iklim usaha itu sendit,
sehingga dengan pola represif yang
bersifat kuratif ini dapat menimbul-
kan iklim yang akomodatif untuk
kegiatan usaha.

' Untuk memudahkan penega-
kan hukum terhadap kejahatan
bisnis dapat dikemukakan bagan
sebagzu berikut:

Kebijakan hukum p1dana
bxsms__Ke‘m} akan hukumKebqakan
hukurm yang integralKebijaksanaan
s_dci__a_l defence/security Kebijak-
sanaan social walfare/prosperity
Kebijaksanaa sosial

i harus. ber_mfat_:f_-_.-
ratif ”(m_enycmbuhkan) Jarena 'Kc]ahatan bisms secﬁxa konsepsz__'_. |

:f'dlunkberatkan atau dlonentasﬂcan_f_ E

E PEN"{JTU?

Ke;ahatan bzsms sebagal Suat‘u:‘

fakmal diatue-dalam peratut::_:

_'perundang~undangan yang ter-'::
-'scbar Larena ke]ahatqn blsms :

a 'tapl lebih jauh . -'sebagzu suatu tlndak_:_pldana udak”

kepada metode “dan seluruh_'
kegiatan yang menyangkut bisnis
yang dapat dikenakan sank31

'pzdana dlmana keglatan bisms

sebagai suatu bentul«. akt1v1tas
merupakan kegiatan yang bet-
pokok pada aktivitas manusia
sebagai pelaku usaha dalam
melakukan kegiatannya untuk
mempetoleh keuntungan, sehingea
didalam kegiatan
terkandung nilai-nilai atau anasit-

tersebut

anasir yang berhubungan dengan
etika.

Dalam kegiatan bisnis yang
dikaitkan dengan aktivitas tersebut,
terkandung pula pelanggaran
terthadap etika yang harus ditegakan
oleh pelaku usaha. Penegakan
terhadap pelanggaran etika atau

¢ Rekayasa hukum adalsh penerapan kaidah ilmu hukum pidana mulai dari perencanaan,
pengorganisasian dan pelaksanaan hukum pidana dalam upaya mencapai fujuan hukum pidana
secara efektif dan efisien. Tza Fadri, Tesis, (Jakarta: U1, 1995)




N

. ‘normasecata konkret pada saatini

' .-dﬂakukan oleh asos1a51 atau.

_.-_-'kumpulan yang. dalam hal ini
‘adalah ‘asosiasi pelaku usaha
~dimana di Indonesm a5031351 ini

" tumbuh. dan berl«_embang sepertl_

;'KADIN HIPMI dan lam«lam

asi pelaku usaha akan menja jadi

;.J;.ls.kan' karena pelaku usaha sebagai ”

asosiasi Leragamannya sangat luas
'dan 1katannya sangat longgar serta
udak bisa dlsebandmgkan dengan
asosiasi profes1 seperu Wartawan
'dan Notans
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